ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Normatif Kewenangan Dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial Dan Perspektif Figh Siyasah(Studi Kasus Konflik Antar
Perguruan Pencak Silat Watulimo, Trenggalek) ini ditulis oleh Selvi Putri Cahyani,
NIM. 1860103221032. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari’ah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Dr. Syamsul Umam, S.H.I.,M.H

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pemerintah Daerah, Perguruan Pencak Silat, UU No.
7 Tahun 2012, Figh Siyasah.

Fenomena konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek, telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dengan
adanya aksi anarkis berupa perusakan fasilitas negara, yang menunjukkan adanya
ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan masyarakat. Urgensi penelitian ini
terletak pada perlunya mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
mengelola konflik yang dipicu oleh fanatisme kelompok di tengah struktur
masyarakat yang religius namun rentan terhadap gesekan identitas. Masalah utama
yang dikaji adalah kesenjangan antara mandat normatif pemerintah dengan realitas
penanganan yang masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan
secara berkelanjutan. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin
utama, yaitu: 1.) kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.
7 Tahun 2012 dengan fakta lapangan di Watulimo 2.) faktor-faktor penyebab
ketidakefektifan penanganan akar konflik oleh otoritas setempat; serta 3.) tinjauan
Figh Siyasah mengenai peran ideal pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan
publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-
empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan

untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan model Iceberg Analysis.

xXxii



Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah
koordinatif telah dilakukan melalui Bakesbangpol dan pihak kepolisian,
implementasinya masih terkendala oleh mekanisme pencegahan yang lemah dan
sifat organisasi paguyuban yang non-formal. Berdasarkan temuan tersebut,
penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan penting, yakni: 1.) secara normatif
dasar hukum penanganan sudah memadai, namun secara empiris masih terjadi
kesenjangan karena kebijakan pemerintah daerah cenderung fragmentaris dan
hanya berorientasi jangka pendek; 2.) ketidakefektifan penanganan disebabkan oleh
absennya regulasi teknis yang memiliki daya ikat sanksi serta lemahnya
pengawasan terhadap anggota di tingkat akar rumput; dan 3.) dalam pandangan
Figh Siyasah, efektivitas peran pemerintah harus diperkuat dengan
mengintegrasikan prinsip maslahah dan ishlah ke dalam kebijakan yang lebih
otoritatif untuk menjamin perdamaian abadi. Kesimpulannya, diperlukan
transformasi strategi dari sekadar penghentian konflik menjadi pembinaan mental

dan struktural yang menyeluruh bagi seluruh organisasi pencak silat.
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ABSTRACT

This thesis, titled "Normative Analysis of Regional Government Authority and
Responsibility in Law Number 7 of 2012 Concerning Social Conflict Management
and the Perspective of Figh Siyasah (Case Study of Conflict Between Pencak Silat
in Watulimo, Trenggalek),” was written by Selvi Putri Cahyani, NIM.
1860103221032. Students of the Constitutional Law Study Program, Faculty of
Sharia and Law, with advisor Dr. Syamsul Umam, S.H.1., M.H.

Keywords: Social Conflict, Local Government, Pencak Silat , Law No. 7 of 2012,
Figh Siyasah.

The phenomenon of conflict between pencak silat in Watulimo District,
Trenggalek Regency, has reached a worrying stage with acts of vandalism against
state facilities, indicating a real threat to community security stability. The urgency
of this research lies in the need to evaluate the local government's responsibility in
managing conflicts triggered by group fanaticism within a society that is religious
but vulnerable to identity friction. The main problem being studied is the gap
between the government's normative mandate and the reality of handling, which is
still reactive and has not sustainably addressed the root causes of the problem. The
focus of this research is formulated in three main points, namely: 1.) the suitability
of local government authority based on Law No. 7 of 2012 with the field reality in
Watulimo, 2.) the factors causing the ineffectiveness of local authorities in
addressing the root causes of the conflict, and 3.) a review of Figh Siyasah
regarding the ideal role of government in realizing public welfare. This research
uses a qualitative method with a normative-empirical approach, where data is
collected thru interviews and field observations and then analyzed in-depth using
the Iceberg Analysis model.

The research results indicate that despite coordination efforts thru the
Bakesbangpol and the police, implementation is still hampered by weak prevention
mechanisms and the non-formal nature of the community organization. Based on

these findings, this study reached several important conclusions: 1.) Normatively,
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the legal basis for handling is adequate, but empirically there are still gaps
because local government policies tend to be fragmented and only short-term
oriented; 2.) The ineffectiveness of handling is caused by the absence of technical
regulations with binding sanctions and weak supervision of members at the
grassroots level; and 3.) From the perspective of Figh Siyasah, the effectiveness of
the government's role must be strengthened by integrating the principles of
maslahah and ishlah into more authoritative policies to ensure lasting peace. In
conclusion, a transformation of strategy is needed, moving beyond mere conflict
resolution to comprehensive mental and structural development for the entire

pencak silat organization
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